BUPATI LUWU UTARA

PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBERIAN TUNJANGAN PERUMAHAN

KEPADA PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN LUWU UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

bahwa dalam hal Pemerintahan Daerah Kabupaten Luwu
Utara belum dapat menyediakan rumah jabatan Wakil
Ketua DPRD dan rumah dinas Anggota DPRD Kabupaten
Luwu Utara sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 20
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005, maka
kepada Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD
Kabupaten Luwu Utara dapat diberikan tunjangan
perumahan;

bahwa berdasarkan referensi dan studi banding di
beberapa Kabupaten/Kota di Tanah Luwu oleh Anggota
DPRD Kabupaten Luwu Utara, perlu dijadikan bahan
pertimbangan;

bahwa berdasarkan usulan Pimpinan dan Anggota DPRD
Kabupaten Luwu Utara sesuai Surat Ketua DPRD
Kabupaten Luwu Utara Nomor 170/525/DPRD-
LU/XII/2011 tanggal 7 November 2011 perihal
Penyesuaian Tunjangan Perumahan Bagi Anggaran
2012, perlu dijadikan bahan pertimbangan;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaiamana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian
Tunjangan Perumahan Kepada Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu
Utara.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3826);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor Nomor 58, Tambahan
Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007
tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler
dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4712);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4593};

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang
Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan
Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomeor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5104);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
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Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 1

Tahun 2005 tentang. Kedudukan Protokoler dan
Keunagan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu
Utara Tahun 2005 Nomor 1) sebagaimana telah diuabah
beberapa kali, berakhir dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Luwu Utara Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu
Utara Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu
Utara Tahun 2007 Nomor 17);

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5
Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2006
Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

PEMBERIAN TUNJANGAN PERUMAHAN KEPADA
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA

Pasal 1
Memutuskan Tunjangan perumahan kepada Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Luwu Utara setiap bulan sebagai berikut :
Wakil Ketua : Rp. 3.500.000 {tiga juta limva ratus ribu
rupiah)
Anggota : Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah)

Pasal 2

Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 dayarkan setiap bulan setelah dikurangi Pajak
Penghasilan (PPH) sebesar 15%.

Pasal 3

Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 dianggarkan dalam anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara pada Daftar
Pelaksanaan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan
Bupati Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pemberian
Tunjangan Perumahan Kepada Pimpinan dan Anggota.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu



Utara (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun
2007 Nomor 18) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu
Utara.

Ditetapkan di Masamba
/ pada tanggal 3 japuari 2617
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Diundangkan di Masamba

Pada tanggal
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SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA,
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ABDUL MAHFUD

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2017 NOMOR 3



